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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat yang wajib dilindungi dan diberdayakan agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga
dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Banggai Kepulauan;

bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, telah memberikan kejelasan status dan
kepastian hukum mengenai kewenangan Desa yang
meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan
Pemerintahan Kepada Desa tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
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Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1:
2.

10.

11,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang
selanjutnya disebut Bupati.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
Urusan  pemerintahan  konkuren adalah  Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain

-
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12.

13.

14.

(1)
(2)

yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi.

Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren,
pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas
pembantuan.

BAB II
KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Penataan Kewenangan

Pasal 2

Kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan
kewenangan Desa.

Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan

b. kriteria kewenangan Desa.

Bagian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa

Paragraf 1
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a, meliputi:

a.
b.
e.

kewenangan berdasarkan hak asal usul;

kewenangan lokal berskala Desa;

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.




(1)

(9)

Paragraf 2
Perincian Kewenangan Desa

Pasal 4

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
paling sedikit terdiri atas:

sistem organisasi masyarakat adat;

pembinaan kelembagaan masyarakat;

pembinaan lembaga dan hukum adat;

pengelolaan tanah kas Desa; dan

pengembangan peran masyarakat Desa.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan
identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan
hak asal wusul lainnya dengan mengikutsertakan
Pemerintah Desa.

Berdasarkan  hasil identifikasi dan  inventarisasi
kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kewenangan
hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi,
kondisi, dan kebutuhan.

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh
Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

°po o

Pasal 5

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana

dimaksud Pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

. pengelolaan tambatan perahu;

. pengelolaan pasar Desa;

. pengelolaan tempat pemandian umum;

. pengelolaan jaringan irigasi;

pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos

pelayanan terpadu;

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan
belajar;

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

i. pengelolaan embung Desa;

j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan

k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah
pertanian.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan

identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala

Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
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(3) Berdasarkan  hasil identifikasi dan inventarisasi
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan
kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan
memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.

(4) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan lokal
berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Perincian kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ dan huruf d meliputi:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian kewenangan
Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 7

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, antara
lain:

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. sesuai perkembangan masyarakat; dan

c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b antara lain:

a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;

b. telah dijalankan oleh Desa;

c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakat Desa; dan

e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke
Desa.
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Pasal 9

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf c antara lain:

a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya
manusia di Desa;

b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan
akuntabilitas;

c. pelayanan publik bagi masyarakat;

d. meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan

f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 10

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d, antara lain:

a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;

b. sesuai dengan prinsip efisiensi;

c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan

d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

Daftar kewenangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum
ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan kepada Gubernur.

(2) Gubernur dalam melakukan konsultasi atas rancangan
Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan Menteri.

(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur
kepada Buapti.

(4) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar
kewenangan Desa paling lama tujuh hari setelah
mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

(1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),

g
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Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan
lokal berskala Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa
yang bersangkutan.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat
(2), sebelum ditetapkan dievaluasi terlebih dahulu oleh
Bupati.

(4) Dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan
desa kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Desa, Bupati membentuk Tim
Evaluasi.

(5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan Konkuren
Yang Ditugaskan kepada Desa

Pasal 14

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang  menjadi
kewenangan pemerintah dapat ditugaskan sebagian
pelaksanaannya kepada Desa.

(2) Urusan pemerintahan konkuren yang ditugaskan kepada
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah yang mengatur urusan
pemerintahan di bidang tertentu setelah berkoordinasi
dengan Menteri.

Pasal 15

(1) Urusan pemerintahan konkuren yang  menjadi
kewenangan pemerintah daerah kabupaten dapat
ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada
Desa.

(2) Penugasan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan pemerintah kabupaten yang sebagian
pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa,
Bupati membentuk kelompok kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Umum dan
Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan kepada Desa

Pasal 17

(1) Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang

(2)

(3)

(2)

(1)

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat
ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa.
Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan
kelompok kerja dan pendanaan untuk melaksanakan
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan
Pasal 16 yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten kepada Desa berlaku mutatis mutandis bagi
urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang
sebagian pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten kepada Desa.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

Bupati melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan
penataan kewenangan Desa di Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali
dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dijadikan bahan oleh Menteri untuk menyusun
kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan
Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap
pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, melalui:
a. fasilitasi dan koordinasi;

b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;

c. monitoring dan evaluasi; dan

d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 20

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan
dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bupati dapat
melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan
sebagian tugas Bupati kepada Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa
dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ooy

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 23

Desa dapat melaksanakan pungutan desa dalam rangka
peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan
kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
kewenangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
pungutan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam
rangka peningkatan pendapatan asli Desa yang masih sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap
berlaku.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyerahan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008
Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Desember 2017

Plt. TARIS DAERAH
KABU%@W 3NSCAI KEPULAUAN,

ZAWLLDE{?MALOTES
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 129,11/2017
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KEWENANGAN DESA
UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat wajib
dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kejelasan status dan
kepastian hukum mengenai kewenangan desa yang meliputi kewenangan
dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat
desa.

Pengaturan mengenai kewenangan desa selama ini di Kabupaten
Banggai Kepulauan telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa. Namun
Peraturan Daerah ini belum maksimal memenuhi harapan masyarakat
desa pada umumnya dan pemerintah desa pada khususnya. Sehingga
pengakuan terhadap kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat belum terlaksana dengan baik. sehingga
perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa, telah memberikan kejelasan mengenai
kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional.

Adapun asas dalam penataan kewenangan desa adalah sebagai
berikut :

a. rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul;
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b. subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat
desa;

c. keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem
nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap
mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;

d. kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama
dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa
dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;

e. kegotongroyongan adalah  kebiasaan  saling-menolong untuk
membangun desa;

f. kekeluargaan adalah kebiasaan warga desa sebagai bagian dari satu
kesatuan keluarga besar masyarakat desa;

g. musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak
yang berkepentingan;

h. demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam
suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau
dengan persetujuan masyarakat serta keluhuran harkat dan martabat
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, diakui, ditata, dan
dijamin;

i. kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka
memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

j- partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

k. kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran,;
pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program,
dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat desa; dan
m. keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara
terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.
Untuk itu tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam
rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa
yang meliputi:

—
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a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desg;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah
kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa yang
terdiri dari jenis perincian kewenangan Desa dan kriteria kewenangan
Desa.

Mengenai jenis kewenangan desa terdiri dari :

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
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d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan
kedudukan desa semakin diperkuat, melalui pelaksanaan kewenangan
desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat,
sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah diera otonomi dewasa ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau
prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat
adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa
serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” adalah
kewenangan wuntuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat
desa, antara lain seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat
permandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos
pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan
desa, embung desa, dan jalan desa.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

-14-




Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
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